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ABSTRAK 
 
Mawar Muchtar (E211 08 255), Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan 
Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja, xii + 81 halaman + 4 tabel + 1 Gambar + 2 lampiran + 16 
pustaka (1985-2009). 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah yang dipimpin oleh 
Kepala Badan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan 
Sekretaris Daerah. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
diklat prajabatan pada Badan Kepegwaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan diklat prajabatan 
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja belum efektif karena adanya faktor Widyaswara dan sarana dan 
prasarana yang krang menunjang terselenggaranya diklat tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Mawar Muchtar (E211 08 255), Implementation Effectiveness Training 
Prepositionsin Human Resources Agency, Educationand Training Tana 
Toraja Regency, xii + 85 pages + 1table + 4 + 2 attachments + 16 Image 
library (1985-2009) 
Personnel Agency, Education and Training Regional Tana Toraja is a supporting 
element of the task of local governments led by the head of which under and 
responsible to the Regents and the Regional Secretary. 
In general, this study aims to determine the effectiveness of pre-job training at the 
Civil Service Agency, Education and Training Tana Toraja Regency. The 
research approach used in this study is a qualitative approach that uses data 
collection techniques of observation, interviews, and documentation. 
Based on the results of the study explained that the implementation of pre-job 
training at the Civil Service Agency, Educationand Training Regional Tana Toraja 
has not been effective due to the factors Widyaswara and lack offacilities and 
infrastructure that support  the implementation of such training. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
 
I.1 Latar Belakang  
Sumber Daya Manusia merupakan suatu asset yang tidak tenilai 
harganya yang dimiliki suatu organisasi serta dapat memberikan konstribusi yang 
sangat berarti kepada satuan kerja secara efektif dan efisien, serta produktif dan 
kompetitif. Sumber Daya Manusia merupakan penentu keberhasilan bagi setiap 
organisasi untuk menjadi lebih professional dan sebagai pembangun citra 
pelayanan publik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang professional 
sangat mendukung keberhasilan suatu organisasi untuk bisa bersaing di era 
global dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional. 
Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional, dituntut adanya peran 
sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu kegiatan pengembangan 
sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Kegiatan 
pengembangan diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan 
dalam melaksanakan pekerjaan lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, kedudukan dan peranan 
pegawai sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya tugas dari 
penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan. 
Dari sini kita dapat menggunakan konsep efektivitas sebagai tolak ukur 
keberhasilan suatu organisasi.  
Efektivitas merupakan suatu konsep strategis bagi kelangsungan hidup 
organisasi karena merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan dan saran 
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organisasi. Efektivitas dapat diwujudkan dalam pemanfaatan waktu yang tepat 
serta prosedur kerja yang tepat. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu yang 
sangat penting untuk penigkatan akselerasi suatu pembangunan dalam bidang 
apapun juga. Karena kualitas menyangkut peningkatan mutu sumber daya 
manusia itu sendiri baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik. Upaya 
inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Setiap 
organisasi harus memperhatikan skils, knowledge, dan ability atau kompetensi 
yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Menigngat pendidikan dan pelatihan 
merupakan salah satu dari upaya pengembangan sumber daya manusia, maka 
hal tersebut menjadi masalah pokok dalam peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. 
Menurut Notoatmodjo (2009:8)1 “pengembangan sumber daya manusia 
secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan,pelatihan dan 
pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.” 
Dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam 
pembukuan UUD 1945, maka pegawai negeri perlu dibina dengan sebaik – 
baiknya atas dasar sistem karir berdasarkan pasal 31 UU No.43 tahun 1999 
tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa untuk mencapai daya 
guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya diadakan pengaturan dan 
penyelenggraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, keahlian, kemampuan dan 
keterampilan. Disini, sangat jelas bahwa pengembangan sumber daya manusia 
sangat penting dalam meningkatkan kualitas aparatur Negara. 
                                                          
1
 Soekodjo Notoatmodjo,2009,Pengembangan SDM:cetakan 4,.Jakarta:Rineka Cipta,hal 8. 
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Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan 
pelatihan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pegawai atau 
karyawan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas sehingga mampu 
menciptakan efisiensi kerja yang diharapkan, maka pengembangan pegawai 
dititikberatkan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disamping untuk 
meningkatkan profesionalisme setiap pegawai. Pelaksanaan diklat pegawai perlu 
diupayakan, karena berpengaruh langsung terhadap hasil kerja pegawai itu 
sendiri.  
Pendidikan dan Pelatihan bagi sumber daya manusia merupakan topik 
yang penting dalam rangka manajemen sumber daya manusia yaitu usaha 
meningkatkan keunggulan bersaing dalam organisasi. Adanya berbagai 
perubahan dalam lingkungan bisnis, lingkungan kerja yang menghendaki 
organisasi harus melakukan pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih proaktif 
demi mencapai produktivitas kerja yang lebih baik. 
Oleh sebab itu, pusat pendidikan dan pelatihan di setiap institusi 
mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk 
para pegawai guna meningkatkan kemampuan pegawai atau karyawan 
dilingkungan institusi tersebut yang akan memberi dampak terhadap 
pengembangan organisasi atau institusi yang bersangkutan. 
Sedangkan untuk kelancaran manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
di bentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merupakan perangkat 
pemerintah daerah. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.159 Tahun 2000 
Tentang Pedoman Badan Kepegawaian mengatur prinsip, kedudukan, tugas dan 
fungsi BKD agar berhasil guna dan berdaya guna dalam melaksanankan 
tugasnya. 
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Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu 
bidang yang dibawahi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang 
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada kantor Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) yaitu membantu pejabat pembina kepegawaian 
daerah dalam melaksanakan menajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk 
menyiapkan peraturan perundang – undangan daerah di bidang kepegawaian, 
sesuai dengan undang – undang yang berlaku serta menyiapkan kebijakan 
teknis mengenai pengembangan kepegawaian daerah dan lain – lain. 
Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok dan fungsi yang 
dilaksanakan pada kantor BKD, maka kebutuhan akan Diklat juga sangat penting 
untuk pola pengembangan sumber daya manusia atau dalam hal ini PNS melalui 
Diklat cukup banyak dilakukan.  Penyelenggaraan suatu kegiatan Diklat yang 
efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya Diklat itu sendiri maupun 
lingkungan psikologis yang medukungnya. Dalam hal ini, SDM penyelenggara 
Diklat tersebut haruslah seseorang yang memiliki berbagai kompetensi. 
Tercapainya tujuan dalam menciptakan pegawai yang berkualitas, tentunya 
sangat dipengaruhi dengan adanya pelaksanaan Diklat secara efektif, terencana, 
terprogram sesuai dengan kemampuan dan sasaran yang hendak dicapai. 
Berdasarkan pengamatan penulis, kelemahan dalam sistem Diklat yang 
ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Tana Toraja adalah Diklat Prajabatan belum mampu menyadarkan pegawai 
dalam pelaksanaan tugas sehingga pegawai yang telah mengikuti Diklat 
Prajabatan belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi 
pengembangan awal mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
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 Melihat fenomena yang terjadi saat ini dan melihat kebutuhan Pegawai 
akan Diklat, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji berbagai 
masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 
Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan  Daerah (BKPPD) Kabupaten Tana Toraja”. 
 
I.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
diteliti dirumuskan sebagai berikut :  
Mengapa Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pada Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja kurang Efektif? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  
Untuk menganalisis penyebab kurang efektinya Pelaksanaan Diklat 
Prajabatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 
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I. 4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada tiga aspek sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademis 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang 
dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai 
bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan 
atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam 
mengefektifkan pelaksanaan Diklat Prajabatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1 Konsep Efektivitas 
II.1.1 Pengertian Efektivitas 
 Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai 
kaitan yang erat dengan efisiensi.  
  Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti 
yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya “Pokok-Pokok Organisasi dan 
Manajemen” bahwa: 
 
 “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efek, hasilnya dan kurang 
memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh 
hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya 
disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan 
untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan” (Syamsi, 1988:2).2 
 
  
Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan 
efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan 
pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi 
cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. 
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada kemampuan setiap organisasi 
dalam menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas 
                                                          
2
 http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=99247    (diunduh pada tanggal 30 november  2011 
pukul 12.30 WITA) 
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dijabarkan berdasasrkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha pencapaian tujuan 
organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang memiliki 
sumberdaya terbatas, lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan 
perkembangan zaman, perubahan tersebut akan memepengaruhi efektivitas 
organisasi. Dalam keadaan seperti ini  organisasi memiliki konsistensi terhadap 
perubahan. 
The Liang Gie (2000:24) mengemukakan “efektivitas adalah keadaan 
atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk 
memberikan hasil guna yang diharapkan.” Sedangkan Gibson (1984:28) 
mengemukakan bahwa “efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang 
merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, 
sifat keunggulan dan pengembangan.”3 
Dari pemaparan mengenai konsep efektivitas di atas, maka efektivitas 
sesungguhnya merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat 
pencapaian hasil dari aktivasi tunggal maupun kolektif. Artinya dengan 
menggunakan ukuran tingkat efektivitas dapat diketahui sejauh mana pengaruh 
yang ditimbulkan oleh aktivasi yang dilakukan terhadap hasil (output) yang 
diharapkan. Hasil (output) adalah akibat yang sangat tergantung pada kondisi 
aktivasi, semakin tepat aktivasi yang dilakukan maka semakin baik pula dampak 
terhadap hasil yang diinginkan. 
Steer (1985:5) dalam bukunya Efektivitas Organisasi “efektivitas 
dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan 
                                                          
3 Sambas. 2009. Efektifitas Organisasi.http://sambasalim.com/manajemen/konsep-efektivitas-
organisasi.html. (diunduh pada tanggal 28 november 2011 pukul 10.00 WITA) 
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memanfaatkan sumberdayanya yang langkah dan berharga secara sepandai 
mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan  operasionalnya.”4 
Emitai Etzioni (1982:54) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi 
dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk 
mencapai tujuan atau sasaran.” Sedangkan Komaruddin (1994:294) juga 
mengungkapkan “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat 
keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu.”5 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas 
merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 
gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya 
atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan 
dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang 
telah ditetapkan sebelumnya.  
Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal 
yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang 
berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (2000:29) dalam 
bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, 
sebagai berikut:  
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung 
jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi 
daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran 
tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.6 
 
                                                          
4
 Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga,hal 5. 
5
 Sambas. 2009. Efektifitas Organisasi.http://sambasalim.com/manajemen/konsep-efektivitas-
organisasi.html. (diunduh pada tanggal 28 november 2011 pukul 10.00 WITA) 
6
 http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=99247    (diunduh pada tanggal 30 november  2011 
pukul 12.30 WITA) 
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Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang 
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang 
dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. 
Efektivitas juga berarti hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian 
efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 
prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian 
teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang 
dimaksud dengan efektivitas itu sendiri.  
Beberapa literatur mempunyai persamaan dalam mengemukakan konsep 
efektivita bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk pengukuran pencapaian 
tujuan secara maksimal berdasarkan kegiatan yang dilakukan di dalam suatu 
organisasi.  
 
II.1.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Efektivitas 
Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang 
telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan 
yang jelas, (2) Struktur organisasi. (3) Adanya dukungan atau partisipasi 
masyarakat, (4) Adanya sistem nilai yang dianut.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian 
yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers 
(1985:209)7 menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu: 
 
 
  
                                                          
7
 Ibid,hal 8. 
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Tabel 1 : Faktor-Faktor Yang Menunjang Efektivitas  
 
 Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh 
Richard M Steers (1985:8)8: 
1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap 
seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. 
Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka 
menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan 
sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan 
menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. 
2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah 
lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi 
dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan 
keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan 
                                                          
8
 Ibid, hal 9. 
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intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara 
keseluruhan dalam lingkungan organisasi. 
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 
efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak 
perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat 
penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu 
rganisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat 
mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. 
4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang 
dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi 
sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen 
merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna 
mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek 
manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan 
strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan 
tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, 
penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan 
pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan 
inovasi organisasi. 
Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu 
organisasi tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
organisasi, akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya, sebaliknya 
apabila suatu organisasi memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang 
ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan 
selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. 
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II.1.3 Pengukuran Efektivitas 
Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, harus memusatkan 
perhatian pada gejala dalam lingkup organisasi. Efektivitas selalu di ukur 
berdasarkan prestasi dan produktivitas. Steers (1985) mengemukakan bahwa 
efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang 
sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan 
dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan 
satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar 
kemungkinan berhasilnya program.  
Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. 
Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim 
(2004:119-120) 9  dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas 
Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:  
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa 
kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. 
Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan 
(input) dengan keluaran (output).  
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini 
dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat 
kualitatif (berdasarkan pada mutu).  
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif 
dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas 
dan kemampuan.  
                                                          
9
 Sudarwan,Damin,2004,Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok,Jakarta:Rineka Cipta,hal 
119. 
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4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi 
dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling 
memiliki dengan kadar yang tinggi.  
Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus 
adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada 
efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan 
kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada 
efektivitas adanya keaadan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. 
Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi 
tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat 
Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985:46-48) dalam bukunya 
“Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, 
yaitu:  
1.    Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi. 
2.    Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.  
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan   
kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan 
baik. 
4.    Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap       
biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
5.  Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah 
semua biaya dan kewajiban dipenuhi. 
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 
sekarang dan masa lalunya. 
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7.  Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya 
sepanjang waktu.  
8.   Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada 
kerugian waktu. 
9.   Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian 
tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan 
perasaan memiliki. 
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu 
untuk mencapai tujuan. 
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai 
satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 
mengkoordinasikan. 
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk 
mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk 
mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan. 
Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran 
efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan 
tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana 
organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara 
optimal. 
Dari beberapa kutipan diatas, dapat diketahui bahwa apabila sasaran 
atau tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka dapat 
dinamakan efektif, tetapi apabila sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan apa 
yang direncanakan, maka pekerjaan tersebut tidak efektif.  
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Untuk itu S. P. Siagian mengemukakan beberapa kriteria atau ukuran 
pencapaian tujuan atau sasaran secara efektif atau tidak efektif yaitu sebagai 
berikut : 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya mencapai sasaran yang 
terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan suatu 
petunjuk yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran 
yang telah ditentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. 
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan 
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 
ditetapkan, artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatangi 
tujuan – tujuan dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan 
operasional. 
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya harus memutuskan 
sejak dini apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa yang 
akan datang. 
5. Penyusunan program yang tepat, suatu program yang baik masih 
perlu dijabarkan dalam program – program pelaksanaan yang tepat. 
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 
efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif 
dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 
oleh organisasi. 
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7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, dengan adanya program yang 
direncanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan tugas 
organisasi semakin didekatkan dengan tujuan yang diharapkan. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 
organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 
pengendalian. 
 
II.2 Konsep Pendidikan dan Pelatihan 
II.2.1 Arti dan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan 
 Pendidikan dan Pelatihan bagi sumber daya manusia merupakan topic 
yang sangat penting dalam rangka menajemen sumber daya manusia, yaitu 
dalam usaha meningkatkan keunggulan bersaing dalam organisasi. Adanya 
berbagai perubahan did lingkungan kerja menghendaki organisasi harus 
melakukan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia secara proaktif 
demi mencapai produktivitas kerja yang lebih baik. 
Jhon Kendrick dalam simanjuntak (1989:690) mengatakan bahwa 
pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi juga 
meningkatkan keterampilan bekerja, sehingga akan meningkatkan produktivitas 
kerja organisasi. 
 Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan 
pelatihan  merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan 
kepribadian manusia.  Pendidikan (formal) dalam suatu organisasi adalah suatu 
proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang 
bersangkutan, sedangkan pelatihan (Training) merupakan bagian dari suatu 
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proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. 
 Menurut Jan Bella yang di kutip oleh Malayu Hasibuan (2009:70) 
mengartikan Pendidikan dam Pelatihan sama dengan pengembangan, yaitu: 
 
Pendidikan dan Pelatihan sama dengan pengembangan yang merupakan 
proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. 
Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung 
lama dan biasanya menjawab why, sedangkan pelatihan berorientasi 
pada praktek, dilakukan dilapangan, berlangsung singkat dan biasanya 
menjawab how.10 
 
Subagyo (1995:40) “Pendidikan dan Pelatihan pegawai adalah aktivitas 
yang meliputi usaha memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para 
pegawai dengan maksud agar pelaksanaan tugas lebih efektif.”11 
 Menurut Notoatmodjo (2003:28) “Pendidikan dan Pelatihan adalah 
merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian masyarakat”.12 
Pendidikan dan pelatihan biasanya sulit dibedakan karena sama-sama 
bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang tetapi antara pendidikan 
dan pelatihan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dalam hal proses 
pelaksanaan dan orientasinya. 
 Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon 
tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan 
lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan 
yang sudah menduduki  suatu pekerjaan atau tugas tertentu.  
                                                          
10
 Malayu,Hasibuan,2009,Manajemen Sumber Daya Manusia,Jakarta:Bumi Aksara,hal 70. 
11
 Subagyo,P.1995.Manajemen Kepegawaian.Jakarta: Ghalia Indonesia,hal 40. 
12
 Soekidjo, Notoatmodjo, 2003,Pengembangan Sumber Daya Manusia,Jakarta: Rineka Cipta,hal 
28. 
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 Adapun perbandingan atau perbedaan antara pendidikan dan pelatihan 
menurut Notoatmodjo (2009:16)13 sebagai berikut :   
Tabel 2 : Perbandingan antara Pendidikan dan Pelatihan 
Perbandingan Pendidikan Pelatihan 
1. Pengembangan 
kemampuan  
Menyeluruh (overall) 
Mengkhususkan 
(specific) 
2. Area kemampuan 
(penekanan) 
Kognitif, afektif, 
Psychomotoric 
Psikomotor dan 
keterampilan 
3. Jangka waktu 
pelaksanaan 
Panjang (long term) Pendek (short term) 
4. Materi yang 
diberikan 
Lebih umum Lebih khusus 
5. Penekanan 
penggunaan belajar 
mengajar 
Conventional Inconventional 
6. Penghargaan akhir 
proses 
Gelar (degree) Sertifikat (non degree) 
(sumber : Notoatmodjo (2009:16) 
Perbedaan – perbedaan tersebut tidaklah seperti hitam dan putih. Tetapi 
prakteknya sangat fleksibel dimana batas pelaksanaan antara pendidikan dan 
pelatihan tidak mempunyai garis yang tegas. 
 Robert L. Kaltz dalam Sedarmayanti (2007:165) mengutarakan 
perbedaan antara pelatihan dan pengembangan terletak pada bobot materi 
program. Berdasarkan asumsi bahwa dalam organisasi terdapat tiga kemampuan 
                                                          
13
 Notoatmodjo, S. 2009, Pengembangan Sumber Daya Manusia,Jakarta: Rineka Cipta,hal 16. 
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yang harus dimiliki karyawan, yaitu kemampuan atau keterampilan teknis, 
kemampuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan kemampuan teori 
atau konsepsi. Dengan demikian dalam program pendidikan dan pelatihan, 
materi yang diberikan akan meliputi ketiga kemampuan dengan intensitas bobot 
yang berbeda.14 
Dr. B. Siswanto Sastro (2003:200) mengenai pengertian pendidikan dan 
pelatihan sebagai berikut: 
 
Pendidikan adalah segala sesuatu untuk membina kepribadian dan 
mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah, dan rohaniah yang 
berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk 
pembangunan persatuan dan masyarakat adil dan makmur dan selalu 
ada dalam keseimbangan. Sedangkan pelatihan adalah bagian 
pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 
meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku dalam 
waktu yang relatif singkat, dan dengan metode yang lebih mengutamakan 
praktek dari pada teori.15 
 
Edwin B. Flippo dalam Malayu Hasibuan (2009:69-70) mengenai 
pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : 
 “Education is concerned with increasing general knowledge and 
understanding of our environment”. (Pendidikan hubungan dengan peningkatan 
kemampuan umun dan pemahaman  atas lingkungan kita secara menyeluruh).  
 “Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee 
for doing a particular job”. (latihan merupakan suatu peningkatan pengetahuan 
dan keahlian seseorang karyawan untuk  mengerjakan suatu pekerjaan 
tertentu).16 
  
                                                          
14
 Sedarmayanti,2007,Manajemen Sumber Daya Manusia,Bandung:Reflika Aditama,hal 165. 
15
 Sastro, Dr.B.Siswanto,2003, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Bumi 
Aksara, Hal 200. 
16
Malayu,Hasibuan,2009,Manajemen Sumber Daya Manusia,Jakarta:Bumi Aksara,hal 69-70.  
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Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme dan keterampilan para pegawai atau karyawan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang dimaksudkan sebagai 
usaha dari pimpinanan untuk menambah keahlian dan pengetahuan, sehingga di 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. 
Pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai bentuk investasi bagi 
organisasi. Oleh karena itu perlu dikembangkan agar pegawai memperoleh 
perhatian yang besar. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi suatu 
organisasi adalah sebagai berikut : 
1. Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan 
tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang 
sesuai dengan persyaratanyang diperlukan dalam jabatan tersebut. 
Hal ini terjadi karena biasanya seseorang memduduki jabatan tertentu 
bukan karna factor kemampuan, melainkan karena tersedianya 
informasi. Oleh sebab itu karyawan atau staff baru perlu 
meningkatkan kemampuan yang diperlukan. 
2. Dengan adanya kemajuan ilmu teknologi, jelas akan mempengaruhi 
suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang 
dulu belum  diperlukan, sekarang sudah diperlukan. Dengan 
demikian, diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan 
yang diperlukan oleh jabatan tersebut. 
3. Promosi dalam suatu organisasi atau institusi adalah suatu keharusan 
apabila organisasi itu ingin berkembang. Biasanya kemampuan 
seorang karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabtan 
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tertentu masih belum cukup. Untuk itulah diperlukan pendidikan dan 
pelatihan tambahan. 
4. Dalam masa pembangunan ini organisasi-organisasi atau instansi-
instansi, baik pemerintah maupun swasta merasa terpanggil untuk 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya agar 
diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa 
pembangunan.17 
Pentingnya pendidikan dan pelatihan yang telah did uraikan diatas bukan 
hanya memberi mamfaat bagi karyawan atau pegawai yang bersangkutan, tetapi 
juga keuntungan bagi oraganisasi atau institusi. Karena dengan adanya 
peningkatan kemampuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Karena jika produktivitas kerja 
meningkat, maka organisasi yang bersangkutan memperoleh keuntungan. 
Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai tercantum pada pasal 
31 ayat 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, 
mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. 
Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi 
pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sasaran diklat 
adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
persyaratan jabatan masing-masing. 
 
                                                          
17
 Soekidjo,Notoatmodjo, 2003,Pengembangan Sumber Daya Manusia,Jakarta: Rineka Cipta,hal 
18. 
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II.2.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 
Dalam buku Sistem Administrasi Negara RI (1994:221), tujuan Diklat 
yaitu: 
1. Membina, memelihara, dan meningkatkan dedikasi pegawai negeri 
sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat 
kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah Republik 
Indonesia. 
2. Meningkatkan mutu pegawai negeri agar lebih mampu dan lebih 
termotivasi dalam menjalankan tugas – tugas yang dipercayakan 
kepadanya secara berdaya guna dan berhasil guna. 
3. Membina pegawai negeri agar menjadi manusia yang mampu dan 
tinggi dedikasinya serta memotivasinya dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. 
Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil menurut, PP Nomor 101 
tahun 2000 adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. 
Diklat bagi PNS bertujuan : 
 a)   Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap 
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan 
dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan 
instansi. 
b)  Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu 
dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
38 
 
c)  Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi 
pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 
d) Menciptakan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan umum dan pengembangan demi terwujudnya 
kepemerintahan yang baik. 
Dasar pemikiran kebijaksaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah ini adalah sebagai berikut : 
a.   Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS. 
b.   Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS. 
c.  Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat. 
d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi 
persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, 
termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. 
II.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendidikan dan Pelatihan 
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara faktor – faktor yang perlu di 
perhatikan dalam pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :  
1. Perbedaan individu pegawai. 
2. Hubungan dengan analisis jabatan. 
3. Motivasi. 
4. Partisipasi aktif. 
5. Seleksi peserta penataran. 
6. Metode pelatihan dan pengembangan. 
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Sedangkan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan Diklat, maka harus diketahui hal – hal yang berhubungan dengan 
Diklat tersebut. Moekijat (2001 : 64) memaparkan kunci keberhasilan pendidikan 
dan pelatihan itu terdiri dari faktor – faktor sebagai berikut ; 
1. The trainee (Peserta Pendidikan dan Pelatihan) 
Peserta Pendidikan dan Pelatihan hendaknya dilatih untuk berbagai 
macam pekerjaan atau hal – hal yang bersifat mendidik dan cocok 
untuk pekerjaan mereka agar setelah kembali ke instansi mereka 
dapat menerapkan ilmunya di instansi masing – masing.  
2. The instructor (instruktur) 
Hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Diklat yang baik 
adalah instruktur. Seorang instruktur yang cakap dan berpengalaman 
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap program pendidikan 
dan pelatihan.  
3. The training period (Masa pendidikan dan pelatihan) 
Lamanya masa pendidikan dan pelatihan tergantung kepada 
kemampuan belajar dan daya tangkap peserta Diklat dan media yang 
digunakan dalam hal ini sarana dan prasarana. 
4. The training material (materi pendidikan dan pelatihan) 
Materi yang digunakan dalam proses Diklat biasanya dalam bentuk 
tertulis maupun lisan yang digunakan sebagai refrensi dan dasar 
intruksi.  
5. The training process (proses pendidikan dan pelatihan) 
Proses yang dimaksud adalah aktivitas – aktivitas peserta Diklat yang 
akan dilakukan sebagai bagian dari transformasi ilmu dan praktek, 
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dimana peserta dapat leluasa mengemukakan pendapatnya. Dalam 
pelaksanaan Diklat juga peserta membutuhkan ketenangan dalam 
belajar dan keleluasaan untuk berdiskusi yang merupakan hal yang 
tidak terpisahkan dari proses Diklat. 
Sedangkan menurut Saydam (2006), apabila ditinjau dari hasil yang ingin 
dicapai pada proses pelatihan, maka kurikulum merupakan faktor pendukung 
utama, disamping adanya peserta, pengajar dan tempat. Kurikulum merupakan 
sumber dan penentu bagi kegiatan – kegiatan Diklat.  
II.2.4 Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi 
pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sasaran diklat 
adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
persyaratan jabatan masing - masing. Jenis-jenis diklat PNS terdiri dari : 
a. Diklat Prajabatan: 
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam 
rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, 
disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan 
negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan 
tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat prajabatan merupakan 
syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS wajib diikutsertakan dalam 
Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya 
sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabat untuk diangkat 
sebagai PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari : 
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I ; 
b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II ; 
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c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat 
PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat Pra-Jabatan (Gol. I, II atau III) yang 
merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 
menjadi PNS sesuai golongan tersebut diatas. 
Diklat Prajabatan dimaksudkan dilaksanakan untuk memberikan 
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian 
dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan 
pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu 
melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 
2000, Diklat Prajabatan Golongan (I, II,dan III) bertujuan: 
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk 
dapat melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi 
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi 
pada pelayanan pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; 
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 
terwujudnya kepemerintahan yang baik. 
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Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu 
dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang 
mengarah kepada upaya peningkatan : 
1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan 
masyarakat, bangsa, Negara dan tanah air;  
2. Kompentensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya; 
3. Efisiensi , efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan 
dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan 
lingkungan kerja dan organisasinya. 
Kurikulum dan mata pelajaran Diklat meliputi :  
1. Dinamika Kelompok 
2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 
3. Manajemen Kepagawaian Negara 
4. Etika Organisasi 
5. Pelayanan Prima 
6. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah 
7. Manajemen Perkantoran Modern 
8. Membangun Kerjasama Tim (Team Building) 
9. Komunikasi yang Efektif 
10. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan RI 
11. Program Ko-Kurikuler : Latihan Kesegaran jasmani, baris-berbaris, 
tata upacara sipil, ceramah. 
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b. Diklat dalam Jabatan 
Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan dalam pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam 
Jabatan terdiri dari : 
1.  Diklat Kepemimpinan  
Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan 
untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah 
yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari : 
a) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon 
IV; 
b) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon 
III; 
c) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon II; 
d) Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan Struktual Eselon I; 
Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan 
struktual. PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak 
dipersyaratkan mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya. 
2.  Diklat Fungsional 
Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsionsl masing-masing. 
Peserta Diklat fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan 
fungsional tertentu. Yang dimaksud dengan jabatan fungsional tertentu, adalah 
jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. 
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PNS yang perlu mengikuti Diklat fungsional adalah PNS yang telah di 
evaluasi oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan memperhatikan 
pertimbangan baperjakat dan Tim seleksi Diklat instansi. PNS yang telah 
memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional tertentu dapat diberikan 
sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi Pembina dan 
instansi pengendali. 
3.  Diklat Teknis 
Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Peserta Diklat Teknis 
adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam 
pelaksanaan tugasnya. Pemantapan sistem pendidikan dan latihan, meliputi: 
a. Pengembangan standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
persyaratan jabatan. 
1. DIKLAT Manajemen berjenjang terutama untuk jabatan 
struktural 
2. DIKLAT Teknis dan fungsional terutama untuk jabatan 
fungsional 
b. Pengembangan sistem identifikasi kebutuhan akan DIKLAT (IKAID) 
dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan jabatan dari/atau 
pembinaan karier. 
c. Pengembangan sistem evaluasi pasca DIKLAT (EPAD) yang berkaitan 
dengan evaluasi: 
1.    Kesesuaian DIKLAT dengan penempatan 
2. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pelaksanaan 
pekerjaan 
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3.   Kemampuan pegawai dalam menyerap materi Diklat dikaitkan 
dengan pelaksanaan tugas. 
d. Pengembangan sistem Manajemen penyelenggaraan DIKLAT terpadu. 
 
II.3 Konsep Pegawai 
Pegawai merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga, karena 
dengan segala potensi yang dimilikinya, pegawai dapat terus dilatih dan 
dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, prestasinya menjadi 
semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana diketahui 
bahwa manusia dibekali akal dan fikiran atau potensi yang dibawa sejak lahir, 
dimana potensi tersebut perlu dikembangkan dan dieksploitasi agar dapat 
bermanfaat bagi diri sendiri maupun organisasi. 
Musanef dalam Manajemen Kepegawaian (1993:51) menjelaskan tentang 
pegawai sebagai berikut: 
Pegawai adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh 
manajemen untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan 
pekerjaan sehingga menghasilkan karya – karya yang diharapkan dalam usaha 
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.18 
Dari defenisi di atas dapat did tarik kesimpulan bahwa pegawai 
merupakan tenaga kerja yang dalam bekerja dapat menyelengarakan pekerjaan 
melalui kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan 
organisasi secara efektif. 
Sedangkan dalam UU no.43 tahun 1999 tentang perubahan tentang 
pokok – pokok kepegawaian pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai 
                                                          
18
 Musanef,1993,Manajemen Kepegawaian Indonesia,Jakarta:PT.Gunung Agung,hal 51. 
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negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang telah ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu 
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundangan. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka seorang pegawai negeri apabila telah 
menjadi syarat – syarat yang telah ditentukan yang meliputi kepribadian, 
ketaatan, kecakapan dan budi pekerti yang baik, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau tugas Negara lainnya 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan digaji 
menurut perundang – undangan yang berlaku. 
Meskipun pegawai tersebut telah memenuhi syarat akan tetapi belum 
dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam status kepegawaian.sebagaimana 
yang dijabarkan dalam pasal 2 UU no.43 tahun 1999 yang mengatakan bahwa 
pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil daerah dan 
pegawai tidak tetap. 
1. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan belanja 
pada departemen, lembaga, pemerintah non-departemen, 
kesekertariatan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara. Instansi 
vertikal di daerah provinsi atau kabupaten/kota atau dipekerjakan 
untuk menjalankan tugas Negara lainnya. 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri dearah provinsi, 
kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja 
pada pemerintah atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 
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3. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis, profesioanal, adminstratif dan 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, namun 
kedudukannya tetap sebagai pegawai negeri. 
II.4 Kerangka Pemikiran 
Efektivitas merupakan suatu konsep strategis bagi kelangsungan hidup 
organisasi, karena merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran organisasi. Efektivitas dapat diwujudkan dalam pemanfaatan waktu yang 
tepat serta prosedur kerja yang tepat.  
Tercapainya salah satu tujuan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menciptakan pegawai yang 
berkualitas, tentunya sangat dipengaruhi dengan adanya pelaksanaan Diklat 
secara efektif, terencana, terprogram, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 
hendak dicapai.  
Namun dalam melaksanakan Diklat Prajabatan sering di temui kendala – 
kendala yang dapat menghambat proses Diklat Prajabatan. Maka dari itu konsep 
efektivitas dalam pelaksanaan Diklat perlu digunakan untuk meminimalisir 
kendala – kendala yang akan dihadapi agar output yang dihasilkan adalah 
menciptakan pagawai yang berkualitas.  
Menurut Syadam (2006), apabila ditinjau dari hasil yang ingin dicapai 
pada proses Diklat, maka faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas Diklat 
adalah Peserta, Pengajar, Kurikulum, sarana dan prasarana. Untuk lebih 
mengetahui variable dalam efektivitas pelaksanaan Diklat Prajabatan,maka 
penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar  1 : Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pelaksanaan 
Diklat 
Prajabatan 
 
Faktor – faktor yang 
berpengaruh terhadap 
pelaksanaan  Diklat : 
1. Peserta Diklat 
2. Widyaswara  
3. Materi / Kurikulum 
4. Sarana prasarana 
5. Proses Diklat 
 
Efektivitas  
Pelaksanaan 
Diklat 
49 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
III. 1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami mengapa Pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja kurang efektif. 
Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara 
yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan 
menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh 
data maka hubungan peneliti dengan narasumber/ informan bersifat independen. 
 
II. 2 Tipe  Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya.  
Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah 
yang diteliti yaitu tentang Efektifitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
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III. 3 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan  Daerah (BKPPD) Kabupaten Tana Toraja selama ± 
satu bulan (Maret-April 2012) 
 
III. 4 Jenis dan Sumber Data 
Menurut Lofland  dan Lofland (1984:47)  sebagaimana yang dikutip oleh 
Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur 
dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan 
dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa 
bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. 
 
III. 5 Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Efektifitas 
Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yakni pegawai pada yang berperan 
penting di dalamnya, seperti : 
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1. Kepala Badan BKPPD 
2. Pembina Diklat Prajabatan 
3. Peserta Diklat 
Serta beberapa Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Diklat 
Prajabatan pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagai bahan pembanding. 
 
III.6  Fokus Penelitian 
1. Efektivitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur suatu 
keberhasilan atas suatu pekerjaan dengan menfokuskan pada tujuan dan 
sasaran yang diinginkan yang dapat berhasil guna demi keberhasilan 
organisasi. 
2. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pembinaan pegawai, yang pada 
dasarnya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 
3. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang dilakukan untuk 
meningkatkan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 
4. Pegawai merupakan tenaga kerja yang dalam bekerja dapat 
menyelengarakan pekerjaan melalui kemampuan dan keterampilan yang 
bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif. 
5. Diklat Prajabatan merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan 
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, 
kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem 
penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mampu melaksanakan 
tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat. 
6. Peserta Diklat dilatih untuk berbagai macam pekerjaan atau hal – hal 
yang bersifat mendidik dan cocok untuk pekerjaan mereka agar setelah 
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kembali ke instansi mereka dapat menerapkan ilmunya di instansi masing 
– masing.  
7. Widyaswara merupakan PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional 
oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang 
untuk mendidik, mengajar atau melatih PNS pada Lembaga Diklat 
Pemerintah. 
8. Kurikulum diklat mengacu pada kompetensi jabatan. Penyusunan dan 
pengembangan kurikulum diklat dilakukan dengan melibatkan pengguna 
lulusan, penyelenggara diklat, peserta dan alumni diklat serta unsure 
lainnya. 
9. Proses Diklat adalah aktivitas – aktivitas peserta Diklat yang akan 
dilakukan sebagai bagian dari transformasi ilmu dan praktek, dimana 
peserta dapat leluasa mengemukakan pendapatnya. Dalam pelaksanaan 
Diklat juga peserta membutuhkan ketenangan dalam belajar dan 
keleluasaan untuk berdiskusi yang merupakan hal yang tidak terpisahkan 
dari proses Diklat. 
 
III. 7 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pegawai 
BKPPD kabupaten Tana Toraja yang berperan penting didalamnya serta 
pegawai yang telah melaksanakan Diklat melalui wawancara langsung, data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari BKPPD Kabupaten Tana Toraja dan 
data-data pendukung lainnya yang didapatkan melalui bahan bacaan, bahan 
pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian ini. 
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Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
1. Observasi 
Observasi yakni metode yang menitikberatkan pada pengamatan 
langsung di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti 
mengenai Efektiftas Pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Kantor Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Wawancara 
Wawancara yakni kegiatan tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih 
secara langsung, wawancara dilakukan guna menggali informasi yang relevan 
dengan tujuan penelitian. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan 
oleh Lincoln dan Guba (1985:266) yang dikutip oleh Lexi J.Moleong, antara lain: 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 
motivasi, tuntutan, kepedulian lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-
kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 
datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh 
dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 
peneliti sebagai pengecekana anggota. 
3. Dokumentasi 
Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku 
referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini 
guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang 
penulis lakukan. 
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III. 8 Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam wcatatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam 
melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang 
dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan 
yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang 
diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi 
dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian 
disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dilakukan secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan 
di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang 
merupakan perangkat pemerintah daerah menurut Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No.159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Badan Kepegawaian mengatur 
prinsip, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah agar berhasil 
guna dan berdaya guna dalam melaksanankan tugasnya. 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sekarang berubah menjadi 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten 
Tana Toraja terletak di jalan Pantan Makale yang merupakan ibukota dari 
Kabupaten Tana Toraja. BKPPD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah 
Daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. BKPPD kini mengelolah data dan 
informasi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kabupaten Tana Toraja 
dengan jumlah lima ribu tiga ratus duapuluh (5320) orang Pegawai Negeri Sipil 
yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja. 
 
IV.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKPPD 
Tugas Pokok dan Fungsi BKPPD Kabupaten Tana Toraja adalah 
menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Administrasi 
Kepegawaian, Pengawasan dan Pengendalian, Penyelenggaraan dan 
Pemeliharaan Informasi Kepegawaian, merumuskan kebijaksanaan 
Kesejahteraan PNS serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi 
yang menangani Kepegawaian pada Dinas/Badan/Lembaga di Daerah. 
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Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana untuk 
melaksanakan fungsi : 
a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan. 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
 
IV.1.2 Struktur Organisasi 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja terdiri atas : 
1. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, 
Kepala Badan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang kepegawaian; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 
Badan mempunyai uraian tugas : 
a. Menyusun rencana dan program kerja Badan; 
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian 
sesuai dengan kewenangannya; 
c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas badan; 
d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan 
kewenangannya; 
e. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang 
kepegawaian; 
f. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan; 
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka 
pelaksanaan tugas; 
h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam 
pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya; 
i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati; 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan 
pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan 
program serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan 
Badan. sekertariat terdiri dari : 
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a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan 
rumahtangga serta kepegawaian di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan 
tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 
1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan 
kearsipan Badan; 
2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan 
kerumahtanggaan Badan; 
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian 
Umum mempunyai uraian tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; 
2. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan 
dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan 
dan penyimpanan arsip naskah dinas; 
3. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan 
rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang 
inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta 
penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Badan; 
4. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan 
Badan; 
5. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian 
yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pengkat, kenaikan gaji 
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berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang 
kepegawaian di lingkungan Badan; 
6. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi 
pengurusan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan 
karis/karsu; 
7. Mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan 
pekerjaan (DP3) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di 
lingkungan Badan; 
 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
program, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Badan. Dalam 
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program 
mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan; 
2. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan 
Badan; 
3. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Badan; 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian 
Program mempunyai uraian tugas: 
1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program; 
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas sesuai 
dengan Rencana Strategis Daerah serta Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
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3. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan 
kegiatan tahunan Badan; 
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik 
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan; 
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan; 
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
Sekretaris. 
c. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan.Untuk menyelenggarakan 
tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Badan; 
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Badan; 
c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Badan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai 
uraian tugas : 
a. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang 
meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan 
administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi 
keuangan lainnya; 
b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang 
untuk keperluan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
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c. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Badan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 
3. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai  
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang 
Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis 
pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; 
2. Pelaksanaan dan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 
Kepegawaian. 
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bidang Dokumentasi dan 
Informasi mempunyai uraian tugas: 
1. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana kerja Bidang 
Mutasi dan Dokumentasi pegawai sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
2. Menyusun rencana kebutuhan Sub Bidang Dokumentasi dan 
Informasi sebagai bahan usulan kepada Kepala Badan; 
3. Menyiapkan bahan dan data guna penyusunan petunjuk teknis 
pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; 
4. Menerima, memproses dan menganalisis data kepegawaian melalui 
sistem komputerisasi; 
5. Pengadaan dan peningkatan program pengelolaan data 
kepegawaian; 
6. Melaksanakan pengembangan aktualisasi data kepegawaian; 
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Bidang data dan perencanaan pegawai terdiri dari : 
a. Sub Bidang Data Pegawai 
b. Sub Bidang Perencanaan Pegawai 
 
4. Bidang pengembangan dan pembinaan pegawai 
Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Karier mempunyai 
tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengangkatan pegawai, 
pengembangan karier dan pembinaan serta penanganan masalah hukum 
kepegawaian pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang 
Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Karier mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan Perencanaan Pengadaan, Pengangkatan, 
Pengembangan Karier dan Pembinaan serta penanganan masalah 
hukum kepegawaian; 
b. Pelaksanaan Pengadaan dan Pengangkatan, Pengembangan Karier, 
Pembinaan dan Masalah hukum kepegawaian. 
Untuk menyelenggaraan fungsi sebagaimana Bidang Pengadaan, 
Pembinaan dan Pengembangan Karier mempunyai uraian tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja badan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Menyusun rencana kebutuhan Bidang Pengadaan, Pembinaan dan 
Pengembangan Karier sebagai bahan usulan kepada Kepala Badan; 
c. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan tugasnya agar dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien; 
d. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik dan benar; 
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e. Memaraf konsep naskah dinas yang akan ditandatangani Kepala 
Badan; 
f. Menyusun bahan dalam melaksanakan Bimbingan Teknisi di bidang 
kepegawaian; 
Bidang pengembangan karier , terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pengembangan karier 
b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai 
 
5. Bidang mutasi pegawai 
Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan rancangan rencana teknis dalam peyelesaian 
administrasi  kepangkatan dan mutasi kepegawaian lainnya. Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan dalam rangka penyelesaian 
administrasi   kepangkatan dan mutasi kepegawaian lainnya; 
b. Penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan kepegawaian; 
c. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kenaikan pangkat dan 
mutasi kepegawaian lainnya. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang 
Mutasi mempunyai uraian tugas : 
a. Menyusun rencana kebutuhan Sub Bidang Mutasi sebagai bahan 
usulan kepada Kepala Badan; 
b. Menyiapkan bahan untuk penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 
Tenaga Harian Lepas (THL); 
c. Mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.I, Tk.II Ujian 
Penyesuaian dan kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah;  
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d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan rencana 
teknis penyelesaian administrasi mutasi kepegawaian; 
e. Mengevalusi hasil kegiatan Sub Bidang Mutasi sebagai bahan 
penyusunan rencana kegiatan; 
f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pembuatan Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP3); 
Bidang Mutasi pegawai terdiri dari : 
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai 
b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun 
 
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan 
dan pelatihan pegawai; 
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai uraian tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan program kerja Badan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Memberikan petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan 
pelaksanan tugas dilingkungan Bidang; 
c. Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan pegawai; 
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d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan testing 
untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan 
dan pelatihan lainnya; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan pegawai; 
Bidang Diklat aparatur, terdiri dari :  
a. Sub Bidang Pendidikan Pelaihan Prajabatan dan Stuktural 
b. Sub Bidang Pendidikan Teknis dan Fungsional 
 
7. Kelompok jabatan fungsional. 
Adapun susunan jumlah pegawai pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
sesuai dengan bidangnya adalah sebagai berikut: 
Table 3 : Data jumlah pegawai pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
NO Klasifikasi Pekerjaan PNS HONORER Jumlah 
1 Kepala Badan 1 - 1 
2 Sekertariat 9 1 10 
3 Bidang Mutasi 12 1 13 
4 Bidang Data dan Perencanaan 
Pegawai 
10 2 12 
5 Bidang Diklat Aparatur 6 1 7 
6 Bidang Pengembangan dan 
Pembinaan Pegawai 
7 1 8 
 Jumlah 45 6 51 
(Sumber : Data Sekunder BKPPD Bidang Data Pegawai 2012) 
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IV.1.3 Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Kebijakan BKPPD Kabupaten Tana  
Toraja  
1. Visi BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
Visi BKPPD Kabupaten Tana Toraja dirumuskan untuk mendukung visi 
dan misi Kabupaten Tana Toraja secara dimensional dengan berfokus kemasa 
depan berdasarkan pemikiran masa ini dan pengalaman masa lalu. 
Adapun visi BBKPPD Kabupaten Tana Toraja dirumuskan untuk 5 (lima) 
tahun kedepan (2010-2015) yaitu “Terwujudnya manajemen kepegawaian yang 
baik dalam membentuk sumber daya manusia yang bertnggung jawab, disiplin, 
propesional dan beriman”. 
2. Misi BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
 Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja, merumuskan misi organisasi sebagai 
tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam 
kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut BKPPD Kabupaten Tana 
Toraja mempunyai misi sebagai berikut :  
1. Mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik melalui perumusan 
teknis kepegawaian, pelayanan administrasi perkantoran, 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin, 
peningkatan penataan system pelayanan kinerja dan keuangan. 
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur pendidikan kedinasan, 
peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan 
karier paratur. 
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3. Tujuan dan Sasaran BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
 Dalam rangka pencapaian visi dan misi BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
maka dirumuskan kebijakan strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan 
operasional berupa tujuan strategi yaitu sebagai berikut : 
1. Tujuan : 
a. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas 
b. Terwujudnya aparatur yang lebih jelas sejahtera 
c. Terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawah 
2. Sasaran : 
a. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas 
b. Meningkatnya kesejahteraan pegawai 
c. Meningkatnya sumberdaya aparatur yang berkualitas 
 
4. Strategi BKPPD Kabupaten Tana Toraja 
  Strategi merupakan cara untuk ewujudkan tujuan yang dirancang secara 
konseptual, realistik, rasional, dan komprehensif. Adapun strategi dalam 
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan BKPPD Tahun 2010-2012, 
dirumuskan dalam 7(tujuh) kebijakan sebagai berikut : 
1. Kebijakan umum : diarahkan pada pelaksana program dan kegiatan 
dalam rangka implementasi manajemen kepegawaian yang 
berorentasi pada peningkatan kinerja dan kualitas sumberdaya 
aparatur Pemerintah Kabupaten Tana Toraja secara efektif dan 
efisien. 
2. Kebijakan pemantapan kelembagaan dan ketatausahaan diarahkan 
pada : 
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a. Pemantapan tugas pokok dan fungsi BKPPD dikaitkan dengan 
kewenangan dan rincian kegiatan. 
b. Peningkatan efektivitas pembinaan pegawai. 
c. Peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal 
d. Peningkatan system jaringan informasi kepegawaian dan 
kediklatan. 
e. Pengembangan system manajemen internal BKPPD. 
f. Penataan system prosedur ketatausahaan. 
5. Kebijakan pengembangan system dan manajemen kepegawaian 
diarahkan pada : 
a. Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai 
serta formasi jabatan. 
b. Pemantapan system dan manajemen kepegawaian dengan 
mengembangkan simpeg. 
c. Memantapkan mekanisme kerja dibidang kepegawaian. 
d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait dalam bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 
pengembangan sumber daya manusia (Biro Kepegawaian 
Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Diklat Provinsi, BKN, LAN 
RI) 
e. Peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan. 
6. Kebijakan pengembangan system dan manajemen Diklat diarahkan 
pada : 
a. Pemantapan analisis kebutuhan Diklat. 
b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat. 
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c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja 
kediklatan baik pada skala lokal, regional, nasional maupun 
internasional. 
d. Penelitian dan pengembangan kurikulum Diklat. 
e. Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga Fasitator, Pelatih 
dan Widyaswara. 
7. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana iarahkan pada : 
a. Kantor BKPPD diupayakan dilengkapi sarana dan prasarana 
kepegawaian yang memadai. 
b. Pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan administrasi 
dan manajemen kepegawaian. 
8. Kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya 
organisasi diarahkan pada : 
a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKPPD. 
b. Peningkatan efektivitas dan efesiensi sumberdaya organisasi. 
9. Kebijakan pendayagunaan pembiayaan diarahakan pada : 
a. Peningkatan ketersediaan sumber – sumber pembiayaan 
penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan 
pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan 
akuntabel. 
b. Peningkatan pembinaan dan pengawaasan pendayagunaan 
sumber-sumber pembiayaan kepegawaian pendidikan dan  
pelatihan. 
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5. Kebijakan BKPPD 
 Kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPPD 
Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut : 
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan 
administrasi perkantoran. 
2. Optimalisasi fungsi pengawasan melekat. 
3. Peningkatan kesejahteraan PNS. 
4. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui jalur pendidikan dan 
pelatihan formal. 
5. Optimaisasi fungsi pelaporan. 
6. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur untuk 
meningkatkan kemampuan manajerial maupun teknis, kompeteni 
dan profesionalisme. 
7. Pengaturan dan implementasi kebijakan manajemen kepegawaian 
yang mendorong aparatur meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
IV.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
IV.2.1. Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pada BKPPD  Kabupaten 
Tana Toraja 
 Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama Sumber Daya 
Manusia  (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh 
karena itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri 
Sipil agar dapat menghasilkan sosok  PNS yang bertanggung jawab, bermoral, 
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professional serta dapat mejadi acuan bagi masyarakat luas, bangsa dan 
Negara. 
 Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti diatas, maka perlu 
dilaksanakan pembinaan bagi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan seperti 
Diklat Prajabatan yang mengarah kepada peningkatan-penigkatan sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk 
dapat melaksanakan tugas secara profesionalisne dengan dilandasi 
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan 
instansi. 
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 
perekat pesatuan dan kesatuan bangsa. 
3. Menetapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorietasikan pada 
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya 
kepemerintahan yang baik. 
 
IV.2.2. Diklat Prajabatan 
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan syarat pengangkatan 
CPNS menjadi PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS, Diklat Prajabatan terdiri dari 3 
(tiga) jenjang Diklat Prajabatan, yaitu : 
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I, 
b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II, 
c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III, 
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Ketiga jenjang Diklat Prajabatan tersebut diatas dilaksanakan pada 
BKPPD Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2011. CPNS wajib 
diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan paling lambat dua (2) tahun setelah 
pengangkatannya sebagai CPNS yang berasal dari instansi-instansi di lingkup 
Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. 
 Perserta Diklat Prajabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2011 terdiri dari 
CPNS ex-tenaga honorer dan CPNS pelamar umum yang berasal dari instansi-
instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah peserta 
sebanyak 484 orang dari 487 orang yang ditargetkan. 3 (tiga) orang tidak ikut 
atau gugur karena 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang tidak 
mendaftar atau mengundurkan diri. Ke-484 orang peserta tersebut terdiri dari : 
Table 4 : Daftar peserta Diklat Prajabatan oleh BKPPD Kabupaten Tana 
Toraja Tahun anggaran 2011 
GOLONGAN KATEGORI TARGET PESERTA  HADIR GUGUR 
III Eks-Honorer 35 33 2 
I dan II Eks-Honorer 111 111 - 
III Pelamar Umum 146 146 - 
I dan II Pelamar Umum 195 194 1 
Jumlah  487 Orang 484 3 
(sumber  : data sekunder BKPPD Kabupaten Tana Toraja 2012) 
Hasil wawancara penulis terhadap informan salaku pembina dalam Diklat 
Prajabatan melalui wawancara yaitu Ibu Damaris S,Sos bahwa : 
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“Para CPNS wajib mengikuti Diklat Prajabatan jika ingin mendapatkan 
predikat sebagai PNS murni menurut Golongan mereka masing-masing 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu 
penyelenggaraan Diklat Prajabatan perlu dilaksanakan penanganan 
secara khusus sebagai pembinaan awal untuk membentuk karakter para 
calon PNS yang akan melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat, 
bangsa dan Negara yang merupakan salah satu syarat pengangkatan 
PNS” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2012) 
 
Jadi pelaksanaan diklat prajabatan merupakan diklat tahap awal bagi 
CPNS untuk membentuk kepribadian sebelum menjadi PNS untuk lebih disiplin 
dan lebih terarah dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Adapun tujuan dan sasaran dari Diklat Prajabatan sesuain dengan PP. 
Nomor 101 Tahun 2000, Diklat Prajabaan bertujuan untuk : 
1)  Tujuan 
a.  Meningkatkan pengetahuan, keahlian, kterampilan dan sikap untuk 
dapat melaksanakan tugas secara profesionalisme dengan dilandasi 
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan 
instansi. 
b.  Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
c.  Menetapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasikan 
pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 
terwujudnya kepemerintahan yang baik. 
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2)  Sasaran  
a. Sasaran Diklat Prajabatan adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil 
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan 
pengangkatan untuk menjadi pegawai Negeri Sipil. 
b. Untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan 
kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil, disamping 
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggara Pemerintah Negara, 
bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas 
dan perannya sebagai pelayan masyarakat. 
3)   Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 Berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan 
Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Diklat Prajabatan Golongan III 
dilaksanakan selama 24 hari terdiri dri 217 jam pelajaran, dan Diklat Prajabatan 
Golongan I dan II dilaksanakan selama 19 hari terdiri dari 174 jam pelajaran. 
Jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persetujuan 
dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana 
tercantum dalam surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor : 893.7/813.b.diklat tanggal 03 Mei 2011 tentang 
Persetujuan Pelaksana Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Pelamar Umum 
Kabupaten Tana Toraja, Diklat yang dimaksud dilaksanakan secara bertahap 
mulai dari tanggal 15 Maret 2011 dan berakhir tanggal 13 Agustus 2011. 
Diklat Prajabatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sahid Toraja, Ge’tengan 
Kecamatan Mengkendek. Tempat tersebut dipilih kerena layak menjadi tempat 
pelaksanaan diklat karena tersedianya berbagai fasilitas yang diperlukan untuk 
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kelancaran diklat dan lokasinya yang jauh dari pusat keramaian kota sehingga 
diharapkan tujuan dan sasaran diklat dapat tercapai. 
4) Standar Kompetensi 
Standar kompetensi yang diperlukan bagi CPNS, materi pelajaran atau 
kurikulum berbeda-beda berdasarkan golongan peserta Diklat sesuai keputusan 
Kepala LAN RI Nomor 18 Tahun 2010. 
Untuk peserta golongan III dilaksanakan selama 24 hari yang terdiri dari 
217 jam pelajaran, materi pelajaran adalah sebagai berikut : 
1. Dinamika Kelompok     : 12 jam 
2. System penyelengaraan Pemerintahan Negara RI : 12 jam 
3. Manajemen Kepegawaian Negara   : 12 jam 
4. Etika Organisasi Pemerintah    : 12 jam 
5. Pelayanan Prima     : 12 jam 
6. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah  : 12 jam 
7. Manajemen Perkantoran Modern   : 12 jam 
8. Membangun Kerjasama Tim    : 12 jam 
9. Komunikasi yang efektif    : 12 jam 
10. Wawasan kebangsaan dalam NKRI   : 12 jam 
11. Kepemerintahan yang baik    : 12 jam 
12. Percepatan pemberantasan korupsi    : 12 jam 
13. Mind setting Pegawai Negeri Sipil   : 12 jam 
14. program Ko-Kurikuler 
a. latihan kesegaran jasmani   : 21 jam 
b. Baris berbaris     : 12 jam 
c. Tata Upacara Sipil    : 6 jam 
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d. Ceramah Kesehatan Mental   : 3 jam 
e. Ceramah Umum    : 6 jam 
f. Pengarahan program    : 6 jam 
g. Tugas baca     : 6 jam 
Jumlah : 217 jam 
Untuk peserta golongan I dan II, dilaksanakan selama 19 hari yang terdiri 
dari 174 jam pelajaran dengan materi pelajaran sebagai berikut : 
1. Dinamika Kelompok     : 6 jam 
2. System penyelengaraan Pemerintahan Negara RI : 9 jam 
3. Manajemen Kepegawaian Negara   : 9 jam 
4. Etika Organisasi Pemerintah    : 9 jam 
5. Pelayanan Prima     : 9 jam 
6. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah  : 9 jam 
7. Manajemen Perkantoran Modern   : 9 jam 
8. Membangun Kerjasama Tim    : 9 jam 
9. Komunikasi yang efektif    : 9 jam 
10. Wawasan kebangsaan dalam NKRI   : 9 jam 
11. Kepemerintahan yang baik    : 9 jam 
12. Percepatan pemberantasan korupsi    : 12 jam 
13. Mind setting Pegawai Negeri Sipil   : 24 jam 
14. Program Ko-Kurikuler 
a.  Latihan kesegaran jasmani   : 18 jam 
b.  Baris berbaris     : 6 jam 
c. Tata Upacara Sipil      : 6 jam 
d. Ceramah Kesehatan Mental   : 3 jam 
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e. Ceramah Umum     : 6 jam 
f. Pengarahan program    : 3 jam 
Jumlah : 174 jam 
  Selain kegiatan-kegiatan diatas yang sesuain dengan kurikulum yang 
sudah ditentukan, peserta Diklat juga diajak untuk ikut peduli dengan lingkungan 
sekitar antara lain melalui kegiatan bakti sosial dan penanaman bunga dan 
tanaman di sekitar lokasi tempat terselenggaranya diklat yaitu di Kantor Camat 
Mengkendek serta ikut kegiatan jumat bersih di Kecamatan Malake.   
5) Aspek Penilaian  
  Peserta Diklat Pajabatan Nasional adalah Calon Pegawai Negari Sipil 
Daerah baik yang berasal dari tenaga honorer maupun pelamar umum formasi 
tahun 2008 yang telah ditempatkan di berbagai unit kerja dalam lingkungan kerja 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 
  Persyaratan peserta Diklat Prajabatan adalah semua pegawai yang 
berstatus CPNS layak untuk mengikuti Diklat Prajabatan dengan melihat aspek-
aspek sebagai berikut : 
1. Aspek sikap dan perilaku 
Untuk Diklat Prajabatan, aspek sikap dan perilaku meliputi : 
a.  Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh 
ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Indikator disiplin meliputi : 
kehadiran, ketepatan menyelesaikan tugas, etika dan sopan santun, 
kerapian berpakaian, dan ketentuan lain yang di tetapkan penyelenggara. 
b.  Kepemimpinan adalah motivasi untuk menggerakkan peserta lainnya, 
meyakinkan pendapat kepada orang lain, mengemukakan pendapat dan 
mengatur ketegangan yang mungkin ada. Indikator kepemimpinan seperti : 
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objektif dan tegas dalam mengambil keputusan, membela kepentingan 
bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab, serta 
memberikan contoh yang dapat menjadi teladan. 
c.    Kerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama- 
sama. Indikator kerjasama adalah menyelesaikan tugas bersama dengan 
orang lain secara kooperatif, membina keutuhan dan kekompakan 
kelompok, tidak mendikte atau mendominasi kelompok serta mau 
menerima pendapat orang lain. 
d.  Prakasa merupakan kemampuan untuk mengajukan gagasan yang 
bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. 
Indikator prakarsa seperti berperilaku positif untuk membantu kelancaran 
diklat dan membuat situasi diklat lebih dinamis, mampu membuat peran – 
peran nyata, baik yang menyangkut materi diklat maupun yang manyangkut 
kelancaran pelaksanaan diklat, dapat menyampaikan gagasan/ide baru 
yang kritis, konstruktif dan bermanfaat, mengajukan pertanyaan – 
pertanyaan yang relevan dan tidak bersifat menguji atau memojokkan 
orang lain serta kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi dan 
lingkungan. 
  2.  Aspek penguasaan materi 
  Unsur penguasaan materi mencakup bahan ujian tertulis. Indikator 
penguasaan materi tersebut adalah angka yang dihasilkan dan jawaban peserta 
dalam ujian tertulis. 
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3. Bobot peilaian bagi peserta Diklat 
Untuk Diklat Prajabatan golongan III, bobot penilaian diatur sebagai berikut: 
  a. Sikap dan perilaku    : 60% 
   1) Disiplin    : 24% 
   2) Kepemimpinana  : 12% 
   3) Kerjasama    : 12% 
   4) Prakarsa   :12% 
  b. Penguasaan materi   : 40% 
  Untuk Diklat Prajabatan golongan I dan II, bobot penilaian diatur sebagai 
berikut : 
  a. Sikap dan perilaku     : 60% 
   1) Disiplin    : 30% 
   2) Kerjasama   : 20% 
   3) Prakarsa    : 10% 
  b. Penguasaan materi   : 40% 
  4. Cara Penilaian 
a.  Nilai terendah adalah 0 (nol), sedangkan nilai tertinggi adalah 100 (seratus). 
b. Nilai sikap dan perilaku merupakan nilai dari seluruh aspek yang diperoleh 
dengan cara nilai seluruh aspek sikap dan perilaku (antara 0 dan 100) 
dikalikan bobot 60%. 
c. Nilai penguasaan meteri merupakan nilai dari hasil ujian yang diperoleh 
dengan cara nilai hasil ujian (antara 0 dan 100) dikalikan bobot 40%. 
d. Jumlah nilai sikap dan perilaku ditambah nilai hasil ujian adalah nilai yang 
diperoleh peserta. 
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e. Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala 
Lembaga Penyelenggara Diklat Prajabatan yang bersangkutan. 
  5. Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut : 
   a. Lulus sangat memuaskan (skor : 92,5-100) 
   b. Lulus memuaskan (skor : 85,0 – 92,4) 
   c. Lulus baik sekali (skor : 77,5-84,9) 
   d. Lulus baik (skor : 70,0-77,4) 
   e. Tidak lulus (skor : dibawah 70,0) 
6) Anggaran  
  Anggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan brsumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2011 yang 
dialokasikan paa pos anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Tana 
Toraja.  
  Namun karena adanya perubahan kurikulum Diklat prajabatan yang tidak 
lagi membedakan antara peserta eks-honorer dan pelamar umum sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010, maka terdapat 
kekurangan anggaran khususnya untuk pelamar umum yang mengalami 
penambahan jam pelajaran. Berdasarkan hasil konsultasi dengan berbagai 
pihak, termasuk Pejabat Pembina Kepegawaian, maka Diklat Prajabatan bagi 
pelamar umum tetap dilaksanakan sambil mennggu APBD perubahan. 
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IV.2.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Diklat 
Prajabatan 
1. Peserta Diklat 
  Penetapan peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan 
instansi yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan. 
Persyaratan umum bagi calon peserta Diklat Prajabatan menurut UU Nomor 101 
Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki potensi untuk dikembangkan 
b. Memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri 
c. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS 
d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi 
e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas 
f. Serta sehat jasmani dan rohani 
  Peserta Diklat dalam suatu Diklat Prajabatan di sebut CPNS. Yang 
merupakan faktor kunci terselenggaranya suatu Diklat dan memiliki peranan 
terpentig dalam Diklat. CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, 
lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil 
sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.  
  Sehubungan dengan penjelasan diatas,  status peserta sebelum dan 
sesudah mengikuti Diklat Prajabatan secara otomatis berubah, jika peserta 
dinyatakan lulus. 
  Hasil wawancara penulis dengan informan, yaitu Ibu Damaris S.sos 
selaku Pembina dala Diklat Prajabatan, yaitu : 
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  “ Peserta dalam Diklat Prajabatan jelas sehat jasmani dan rohani, kami 
tidak mungkin memaksa peserta untuk ikut dalam pelatihan ini jika tidak 
memenuhi syarat dan ketentuan yng berlaku. Selain itu, selama 
mengikuti Diklat Statusnya masih menjadi CPNS, sampai pada saat 
peserta telah mengikuti seluruh proses dalam Diklat dan dinyatakan 
lulus oleh Badan Diklat Provinsi sebagai tempat bekerja sama, maka 
peserta yang bersangkutan dapat diusulkan untuk menjadi PNS murni 
dan juga mendapatkan gaji 100% sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, dan kami sebagai pembina, para peserta 
hampir keseluruhan mengikuti Diklat Prajabatan dengan sangat disiplin 
dan bertanggung jawab” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Arpil 2012) 
 
  Sedangkan pemaparan dari Bapak Johanis Andilolo sebagai kepala 
bidang Mutasi, menjelaskan sebagai berikut : 
  “ potensi yang dimiliki peserta diklat sebelum dan sesudah pelaksanaan 
jelas beda, para peserta saat mengikuti Diklat lebih dibuka wawasannya 
mengenai peran mereka sebagai PNS serta memiliki loyalitas dan 
tnggung jawab terhadap lembaga. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
semangat peserta untuk mengikuti Diklat Prajabatan ini, selain untuk 
mengubah status menjadi PNS” (hasil wawancara pada tanggal 5 April 
2012) 
   
  Sedangakan Charles Sorring SE sebagai peserta dalam Diklat 
Prajabatan, memaparkan sebagai berikut :  
  “ tentunya kami termotivasi untuk mengikuti diklat prajabatan ini, selain 
dengan perubahan status kami menjadi PNS, kami juga tentunya memiliki 
rasa tanggung jawab yang besar setelah kembali ke instansi kami 
masing2, karena dalam diklat ini kami bisa memahami peran kami 
sesungguhnya sebagai PNS itu seperti apa.”(hasil wawancara pada 
tanggal 4 April 2012) 
 
 
  Dari pemaparan dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
peserta dalam Diklat Prajabatan termotivasi untuk ikut dalam diklat ini karena 
adanya perubahan status dari CPNS menjadi PNS yang juga berpengaruh 
dengan gaji yang mereka terima tiap bulannya. Selain itu peserta Diklat memiliki 
dedikasi untuk bisa memahami peran mereka sebagai PNS setelah kembali ke 
instansi masing – masing.  Jadi dari beberapa persyaratan umum yang telah 
ditetapkan dalam UU Nomor 101 Tahun 2000, ada beberapa yang menjadi 
patokan para peserta dalam mengikuti Diklat Prajabatan, seperti motivasi, 
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dedikasi dan potensi serta sehat jasmani dan rohani, adapun tentang perubahan 
status peserta tidak tertuang dalam UU tersebut.  
 
2. Widyaswara 
  Widyaswara merupakan meraka yang berstatus sebagai PNS yang 
diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwanang dengan tugas 
dan tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih para 
CPNS dan PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. 
  Seseorang yang dapat ditugasi memberikan fasilitas dalam agenda 
pembelajaran Diklat PNS, terdiri dari widyaswara dan widyaswara luar biasa. 
Widyaswara  pada Diklat Prajabatan terdiri dari : 
a. Pejabat struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
b. Widyaswara dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
c. Pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 
Aspek penilaian dari widyaswara antara lain : 
1. Penguasaan materi 
2. Sistematika penyajian 
3. Ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian 
4. Penggunaan metode dan sarana Diklat 
5. Kerjasama antara widyaswara 
6. Penguasaan bahasa 
7. Pencapaian tujuan instruksional 
8. Pemberian motivasi terhadap peserta 
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  Penilaian terhadap widyaswara dilakukan oleh peserta dan 
penyelenggaraan Diklat. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelengara 
kepada widyaswara yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan 
kinerja pada masa yang akan datang. Tugas, kewajiban dan pendayagunaan 
Widyaswara untuk setiap jenis, jenjang dan program Diklat mengacu pada 
pedoman yang telah ditetapkan..   
  Hasil wawancara penulis terhadap informan mengenai Wadyaswara Ibu 
Damaris S.sos sebagai pembina dalam Diklat Prajabatan, yaitu : 
  “ Widyaswara yang dipakai dalam Diklat Prajabatan adalah tenaga 
pengajar yang berkompeten karena telah mengikuti Diklat TOT (Training 
of Trainer) dan TOT Subtantif Kelembagaan yang dipilih dari Lembaga 
Diklat Provinsi”. (hasil wawancara pada tanggal 3 April 2012) 
   
  Sedangkan Charles Sorring SE memaparkan pendapatnya tentang 
widyaswara yaitu : 
   
  “ widyaswara yang dipakai dalam diklat memang termasuk tenaga ajar 
yang berkompeten tetapi ada beberapa widyaswara cara menyampaikan 
meteri kadang membosankan dan terlalu serius sehingga kami sebagai 
peserta merasa jenuh dalam menerima materi” (hasil wawancara pada 
tanggal 4 April 2012) 
 
 
  Hal senada diungkapkan oleh Reine Susanti Linhtin sebagai peserta 
Diklat yaitu : 
   
  “ cara penyampaian materi yang kami terima dari widyaswara ada yang 
mudah kami terima ada yang sulit karena memakai bahasa yang kurang 
kami megerti.” (hasil wawancara pada tanggal 5April 2012) 
 
  Widyaswara juga merupakan faktor keberhasilan, karena perannya 
memberikan materi kepada seluruh peserta Diklat, kadang juga widyaswara 
berhalangan hadir atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal 
senada dipaparkan oleh Ibu Damaris sebagai Pembina dalam Diklat Prajabatan 
yaitu : 
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  “ jika widyaswara yang bersangkutan berhalangan hadir kami langsung 
mengambil alternative untuk menggantinya dengan widyaswara yang lain 
yang tidak mengajar di kelas lain serta di tanyakan terlebih dahulu 
kesiapannya apakah sanggup memberikan materi sesuai dengan mata 
pelajaran yang ditentukan, dan jika widyaswara terlambat masuk ke kelas 
karena hal-hal yang tidak terduga, maka kami sebagai pembina 
mengambil alternative untuk mengisi sementara kekosongan waktu 
seperti memberikan games atau menanyakan kembali materi yang 
diberikan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.” (hasil wawancara pada 
tanggal 3 April 2012) 
 
 
  Dari hasil wawancara penulis terhadap informan mengenai widyaswara 
adalah tidak semua tenaga widyaswara yang dipakai dalam Diklat Prajabatan 
berkompeten, hal ini terbukti dari hasil wawancara terhadap beberapa peserta 
Diklat yang memaparkan kalau ada beberapa widyaswara yang dalam 
menyampaikan materi masih belum jelas karena adanya faktor penggunaan 
bahasa yang susah dipahami oleh peserta Diklat.  
3. Kurikulum 
  Kurikulum yang digunakan dalam Diklat PNS disusun berdasarkan 
kebutuhan kompetensi pegawai untuk suatu jabatan tetentu. Setiap jenis dan 
jenjang Diklat mempunyai Tujuan Kurikuler Umum (TKU) dan Tujuan Kurikuler 
Khusus (TKK) yang mengacu pada kompetensi jabatan. 
  Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan 
melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta, dan alumni Diklat, 
serta unsure ahli lainnya. Sedangkan kurikulum Diklat Prajabatan ditetapkan oleh 
Instansi Pembina. 
Ibu Damaris S.sos selaku pembina dalam Diklat Prajabatan yang 
Kab.Tana Toraja menjelaskan tentang kurikulum yang di gunakan. 
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“Kurikulum yang kami pakai dalam Diklat Prajabatan mengacu pada 
standar kompetensi jabatan dan perundang-undangan yang berlaku dan 
disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat yaitu Lembaga 
Administrasi Negara yang bertanggungjawab dalam pemyelenggaraan 
Diklat yang menurut kami kualitas materi yang diberikan sangat relevan 
dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai yang 
bersangkutan”. (hasil waancara pada tanggal 3 April 2012) 
 
 Sedangkan Bapak Carles Sorring, SE sebagai peserta pada Diklat 
Prajabatan golongan III memaparkan pendapatnya tentang kurikulum yang 
diberikan pada Diklat yaitu : 
“Kualitas materi yang kami dapatkan saat mengikuti Diklat tergolong 
relevan, karena kami sebagai peserta mendapatkan Modul atau bahan 
ajar yang asli yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara 
sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan Diklat sekaligus sabagai 
Pembina Kurikulum”. (hasil wawancara pada tanggal 4 April 2012) 
 
  Sedangkan Ibu Reine Susanti Linthin, sebagai peserta dalam Diklat 
Prajabatan memaparkan sebagai berikut : 
   
  “ substansi materi yang kami dapatkan di tempat diklat tentunya dapat 
menambah pengetahuan kami, karena banyak hal yang baru kami 
pelajari di tempat diklat, dari materi-materi yang diberikan juga sangat 
berbobot sehingga dapat menambah wawasan dan kesadaran pribadi 
untuk lebih mengerti tugas kami sebagai PNS” (hasil wawancara tanggal 
5 April 2012) 
   
  Dari hasil wawancara terhadap informan – informan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kurikulum dan kualitas materi yang disajikan penyelenggara 
Diklat Prajabatan tergolong cukup baik, karena dilihat dari pemaparan beberapa 
peserta diklat, substansi materi yang disajikan bisa menambah wawasan dan 
pengetahuan peserta, selain itu peserta juga mendaptkan modul asli yang 
diterbitkan oleh penanggungjawab kediklatan.  
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4. Sarana prasarana 
  Sarana dan prasarana diklat merupakan alat bantu dan fasilitas yang 
digunakan untuk menjamin efektivitas agenda pembelajaran dalam sebuah diklat. 
Sarana dan prasarana Diklat dapat dimiliki sendiri dan atau memanfaatkan saran 
dan prasana Diklat Lembaga Diklat Instansi lain dengan memperhatikan 
kesesuaian standar persyaratan setiap jenis, jenjang dan program Diklat serta 
jumlah peserta Diklat. 
  Sarana dan prasarana Diklat yang dimiliki oleh setiap instansi dapat 
didayagunakan secara optimal baik oleh lembaga Diklat Instansi yang 
bersangkutan maupun lembaga – lembaga Diklat Instansi lainnya dengan 
dukungan Sistem Informasi Diklat PNS yag dikembangkan oleh Instansi Pembina 
serta hal yang berkernaan dengan sarana prasana Diklat diatur dalam pedoman 
yang ditetapkan oleh Instamsi Pembina. 
  Wawancara penulis dengan salah satu pembina pada Dilat Prajabatan, 
Ibu Damaris S.sos menyatakan bahwa : 
 
“ Sarana dan Prasarana yang disediakan penyelenggara salah satunya 
adalah gedung asrama bagi peserta yang menurut kami layak untuk 
dihuni selama proses Diklat Prajabatan berlangsung, juga disediakan 
tempat untuk panitia pelaksana, tempat meeting dan ruang belajar yang 
cukup kondusif untuk keberlangsungan Diklat” (hasil wawancara pada 
tanggal 3 April 2012) 
 
 
  Sedangkan Bapak Charles Sorring SE, mengungkapkan pendapatnya 
yaitu : 
 
 
“sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai karena fasiitas – 
fasilitas penunjang seperti ruangan belajar yang belum dilengkapi dengan 
AC sehingga kami sebagai peserta kadang merasa kepanasan saat 
menerima materi, selain itu keterbatasan kamar penginapan yang 
membuat beberapa peserta  sampai 5 orang dalam satu kamar padahal 
peserta butuh istirahat pada malam hari, ini tentu tidak kondusif.” (hasil 
wawancara pada tanggl 4 April 2012) 
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  Hal yang sama di ungkapkan oleh  Reine Susanti Linhtin sebagai peserta 
dalam Diklat prajabatan golongan III tahun 2011 megungkapkan bahwa : 
  “ sarana dan prasarana di Hotel tempat terselenggaranya Diklat 
Prajabatan belum cukup memadai, seperti alat pengeras suara yang ada 
di tiap kamar tempat menginap peserta, ada tiga kamar yang tidak 
memiliki speaker aktif sehingga penghuni kamar tidak mengetahui arahan 
yang disampaikan oleh penyelenggara diklat, tetapi selebihnya cukup 
memadai.” (hasil wawancara pada tanggal 5 April 2012) 
 
  Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan 
prasarana dalam Diklat prajabatan kurang kondusif, sehingga peserta merasa 
tidak nyaman saat mengikuti Diklat.  
5. Proses  
  Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses Diklat disesuaikan 
dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai program pendidikan dan pelatihan 
prajabatan yaitu : 
1. Ceramah yang dikombinasikan dengan Tanya jawab 
2. Diskusi kelompok menganalisa permasalahan dan mengkritik 
fenomen secara jernih yang berkaitan dengan materi Diklat dngan 
tahapan sebagai berikut :  
 a. Mengidentifikasi masalah 
    b. Mencari faktor-faktor penyebab 
    c. Merumuskan alternative solusi 
  Sasaran diskusi kelompok antara lain untuk mengembangkan 
kemampuan menganalisa masalah, tukar-menukar informasi, memperkaya 
gagasan dan membangun kemampuan berkomunikasi yang saling menghargai 
dan demokratis 
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3.  Pendalaman materi melalui : 
a. Komunikasi antara peserta secara terorganisasi dan berpikir 
secara dinamis. 
b. Belajar secara mandiri dalam jam pelatihan baik secara 
individual maupun kelompok. 
  Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap informan yaitu Ibu 
Damaris S.sos memaparkan pendapatnya sebagai berikut : 
   
  “ selama proses Diklat, di mulai dengan pemaparan materi oleh 
widyaswara, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan 
widyaswara, kadang diselingi dengan games atau praktek langsung 
seperti cara pembuatan surat dan lain-lain, selama proses Diklat 
berlangsung para peserta aktif mengikuti materi  demi materi, dan saat 
proses diskusi juga mereka aktif, peserta termotivasi karena adanya 
penambahan jumlah poin nilai yang akan berpengaruh terhadap nilai 
akhir mereka.” (hasil wawancara pada tanggal 6 April 2012) 
 
 
  Selanjutnya Charles Sorring SE, sebagai peserta Diklat memaparkan 
pendapatnya sebagai berikut : 
  “ selama proses Diklat berlangsung, diusahakan untuk bisa lebih aktif 
dalam diskusi-diskusi dan praktek langsung, selain mendapatkan 
penambahan poin pada penilaian juga dapat meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi antara sesama peserta dan antara peserta dan 
widyaswara. Biasanya kami diberikan games di tengah-tengah materi 
seperti peserta di tunjuk untuk menyanyi agar teman sesama peserta 
tidak merasa jenuh saat mengikuti diklat” (hasil wawancara pada tanggal 
4 April 2012) 
 
Hal serupa diungkapkan oleh Reine Susanti Linthin sebagai peserta 
Diklat Prajabatan memaparkan sebagai berikut : 
 
  “ selama proses diklat berlangsung ada beberapa materi yang kami 
merasa tidak membosankan karena adanya games dan diskusi yang 
menurut kami seru, tetapi tidak semua materi yang kami terima di selingi 
dengan games, ada juga beberapa materi yang harus kami terima seperti 
mendengarkan ceramah yang menurut kami membosankan. Tetapi tidak 
jarang muncul perbedaan pendapat di antara peserta diklat, tetapi 
solusinya kami serahkan kembali kepada widyaswara” (hasil wawancara 
tanggal 5 April 2012). 
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Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses Diklat 
cukup efektif, karena peserta lebih aktif selama proses Diklat karena adaya 
penambahan poin penilaian, aktifnya peserta karena didukung oleh agenda 
selingan materi seperti games dan praktek langsung yang tentunya ini cukup baik 
karena memotivasi peserta untuk aktif selama proses diklat berlangsung. 
   
  IV.2.4 Evaluasi Hasil Diklat 
Evaluasi dalam Diklat Prajabatan dilakukan oleh Lembaga Diklat Instansi 
yang bersangkutan dan atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan dan tingkat pencapaian kinerja penyelenggara Diklat. Evaluasi 
menurut UU Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil, evaluasi dilakukan terhadap : 
1) Kurikulum 
2) Peserta 
3) Widyaswara 
4) Sarana dan Prasarana 
5) Penyelenggara 
6) Metode Diklat  
7) Jangka waktu pelaksanaan 
  Hasil wawancara terhadap informan terhadap salah satu informan Ibu 
Damris S.sos memaparkan evaluasi atau hasil yang dicapai setelah Diklat 
terselenggara, yaitu : 
 
  “Menurut saya hasil dari Diklat Prajabatan Tahun Anggaran 2011, 
tercapai belum maksimal, terlihat ada beberapa hambatan yang ditemui 
dilapangan seperti waktu yang telah ditentukan biasanya berbeda 
dengan yang ditetapkan pada jadwal, hal ini disebabkan karena 
komunikasi antara penyelenggara dengan tenaga pengajar tidak 
terkontrol sehingga ada beberapa agenda tidak terlaksana.” (hasil 
wawancara pada tanggal 30 April 2012 via telepon seluler). 
91 
 
Sedangkan  pemaparan dari salah satu peserta Diklat Prajabatan Tahun 
Anggaran 2011, Charles Sorring SE, memaparkan sebagai berikut : 
 
“ keseluruhan proses Diklat dari pembukaan sampai penutupan menurut 
kami sebagai peserta Diklat Prajabatan masih kurang efektif karena 
selama proses berlangsung kami menghadapi beberapa permasalahan 
selama proses Diklat berlangsung, seperti adanya wadyswara 
pengganti, dan suasana belajar yang kurang nyaman, ini tentunya 
berpengaruh terhadap semangat kami sebagai peserta Diklat. kami 
harap kedepan para CPNS yag mengikuti Diklat Prajabatan lebih 
memperhatikan masalah – masalah seperti ini.” (hasil wawancara pada 
tanggal 30 April 2012 via telepon seluler). 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari evaluasi Diklat menurut 
beberapa informan Diklat Prajabatan belum cukup efektif, hal ini diungkapkan 
oleh salah satu informan yang mana sebagai peserta dalam Diklat Prajabatan.  
 
IV.3 Pembahasan 
Pelaksanaan Diklat Prajabatan merupakan tahap awal begi 
pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk membentuk kepribadian 
sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk lebih disiplin dan lebih terarah 
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Negara. Pelaksanaan 
Diklat Prajabatan mengacu kepada UU Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.  
UU ini menjadi dasar pelaksanaan Diklat Prajabatan maupun Diklat 
Dalam Jabatan. Mulai dari peserta diklat, widyaswara, sarana prasarana, waktu 
dan tempat pelaksanaan, kurikulum, dan proses Diklat tersebut, indikator 
tersebut juga dikemukakan oleh syadam (2006) beberapa faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan Diklat. dari hasil penelitian dilapangan faktor – faktor 
tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :  
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1. Peserta Diklat 
  Peserta diklat merupakan faktor  terpenting terselenggaranya suatu 
Diklat. CPNS merupakan Warga Negara Indonesia yang melamar dan lulus 
seleksi dan berhak untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil jika teah 
mengikuti Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dan tertuang dalam  
peraturan perundang – undangan yang berlaku.   
  Peserta dalam Diklat Prajabatan jika dilihat dari persyaratan peserta 
Diklat yang dipaparkan dalam PP Nomor 101 Tahun 2000, hanya ada beberapa 
patokan para peserta dalam mengikuti Diklat Prajabatan, seperti peseta memi;iki 
dedikasi dan potensi serta termotivasi untuk ikut dalam diklat ini karena mereka 
ingin mengubah status mereka dari CPNS menjadi PNS, tetapi perubahan status 
tersebut justru tidak tertuang dalam PP Nomor 101 Tahun 2000.  
2. Widyaswara  
  Widyaswara sama pentingnya dengan peserta diklat karena mempunyai 
peranan yang penting dalam pelaksanaan diklat. Karena perannya untuk 
memberikan materi diklat kepada seluruh peserta yang hadir. Namun tidak 
semua widyaswara yang dipakai dalam diklat mempunyai kompetensi yang 
memadai, baik dari segi tingkat pendidikan maupun bidang keahlian. Ada juga 
tenaga pengajar menggunakan gaya bahasa yang  kadang banyak peserta yang 
kurang mengerti. Sehingga materi yang diterima hanya sekedar formalitas. Hal 
seperti ini dapat menyebebkan kurang efektifnya pelaksanaan diklat prajabatan. 
3. Kurikulum  
  Kurikulum yang digunakan dalam diklat berdasarkan pada standar 
kompetensi jabatan dan perundang – undangan yang berlaku. Dari hasil yang 
ditemukan dilapangan, kurikulum dan kualitas materi yang digunakan dalam 
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Diklat Prajabatan tergolong cukup baik, karena substansi materi yang diberikan 
dapat menambah wawasan peserta seta mengacu pada modul yang diterbitkan 
oleh  Lembaga Administrasi Negara yang mana sebagai penanggung jawab 
kediklatan. 
4. Sarana dan prasarana 
  Sarana dan Prasarana merupaka faktor penunjang keberhasilan suatu 
Diklat, karena konsentrasi peserta Diklat tentunya dapat terganggu dengan 
adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, terlihat ada beberapa 
sarana dan prasarana yang harus diperhatikan sebelum Diklat Prajabatan 
tersebut diselenggarkan seperti asrama yang memadai, pendingin ruangan, 
pengeras suara dan lain sebagainya. Karena apabila suasana yang nyaman 
tidak tercipta pada saat pelaksanaan diklat, maka peserta diklat akan merasa 
jenuh dan bosan. Melihat dari pemaparan beberapa informan dapat dilihat 
sarana dan prasarana yang digunakan dalam Diklat Prajabatan belum efektif 
karena minimnya dana dan anggaran yang ada.  
5. Proses Diklat 
  Proses diklat cukup efektif,  peserta diklat lebih aktif selama proses diklat 
berlangsung hal ini disebabkan karena adaya penambahan poin penilaian untuk 
setiap peserta yang aktif dalam diskusi atau tanya jawab. Selain itu beberapa 
bagian dari proses diklat untuk mengobati kejenuhan peserta adalah pihak 
penyelenggara membuat agenda lain misalnya dengan adanya games dan 
praktek langsung ke lapangan yang tentunya ini cukup baik karena memotivasi 
peserta untuk aktif selama proses diklat berlangsung. 
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6. Evaluasi 
  Dari keseluruhan indicator yang telah diuraikan diatas maka hasil dari 
Diklat Prajabatan dikatakan belum efektif karena terlihat dari kualitas tenaga  
pengajar yang dipakai belum bisa meberikan konstribusi secara optimal bagi 
peserta Diklat Prajabatan dengan tenaga pengajar juga belum terkontrol dari segi 
waktu. Selain itu untuk menciptakan hasil yang maksimal juga dibutuhkan 
suasana belajar yang nyaman. Jadi dari beberapa indicator yang dipaparkan 
dalam PP Nomor 101 Tahun 2000, indikator widyaswara, sarana prasarana dan 
waktu pelaksanaan yang terlihat penyebab belum efektifnya pelaksanaan Diklat 
Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1 KESIMPULAN 
  Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan Diklat Prajabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja belum efektif disebabkan oleh faktor 
widyaswara dan sarana prasarana. Sedangkan faktor – faktor lainnya seperti 
peserta diklat, kurikulum dan proses diklat dapat disimpulkan cukup efektif. 
  Widyaswara yang mengajar pada Diklat Prajabatan tidak semua 
berkompeten sesuai dengan bidangnya dengan materi yang disampaikan sulit 
dimengerti oleh peserta diklat padahal widyaswara tersebut telah diseleksi dan 
dinilai oleh Badan Penyelenggara Diklat, ini tentunya berpengaruh terhadap 
keberhasilan diklat. Selain itu sarana dan prasarana yang ada masih kurang 
kondusif, sehingga peserta merasa kurang nyaman dengan keadaan terbatasnya 
fasilitas yang tersedia. 
  Faktor widyaswara dan sarana prasarana merupakan faktor penunjang 
keberhasilan diklat sehingga peningkatan pelayanan yang memadai dapat 
dilakukan oleh pihak penyelenggara Diklat yang akan berpengaruh kepada 
kepuasan pegawai agar pelaksanaan diklat kedepan dapat tercapai secara 
efektif.   
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V.2 Saran 
 
  Adapun saran yang penulis paparkan terkait dengan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1) Widyaswara yang dipakai dalam pelaksanaan diklat prajabatan 
seharusnya benar–benar tenaga pengajar yang memiliki 
kompetensi dalam bidangnya serta dapat menjadi motivator bagi 
peserta diklat. 
2) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
diklat perlu diupayakan agar peserta merasa tidak jenuh selama 
diklat berlangsung. 
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 
KABUPATEN TANA TORAJA 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
PESERTA  
1. Apakah yang menjadi dasar atau acuan pengikutsertaan peserta 
diklat prajabatan pada BKPPD Kabupaten Tana Toraja? 
2. Adakah perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
pelaksanaan diklat prajabatan? 
3. Apakah peserta diklat megikuti semua persyaratan umum dalam diklat 
prajabatan? 
WIDYASWARA 
1. Apakah tenaga widyaswara yang mengajar pada diklat prajabatan 
merupakan tenaga ajar yang berkompeten? 
2. Bagaimana jika salah satu widyaswara berhalangan hadir, apakah 
widyaswara lainnya bisa menggantikan? Bagaimana jika bidangnya 
berbeda? 
3. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh para widyaswara? 
Apakah mudah dimengerti? 
KURIKULUM 
1. Bagaimana kurikulum dalam diklat prajabatan, apakah termasuk 
kurikulum terbaru atau masih kurikulum dari tahun sebelumnya? 
2. Bagaimana tingkat kesesuaian diklat, atau kualitas materi yang 
diberikan kepada pegawai? 
3. Bagaimana substansi materi yang anda dapatkan saat diklat 
prajabatan? 
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SARANA DAN PRASARANA 
1. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan dalam proses 
diklat?  
2. Apakah sarana dan prasarana cukup memadai untuk kelancaran diklt 
yang diselenggarakan? 
3. Apakah pihak penyelenggara memfasilitasi peserta diklat jika sarana 
dan prasarana di tempat diklat kurang memadai? 
Proses Diklat 
1. Bagaimana keaktifan peserta diklat saat menerima materi? 
2. Apakah ada selingan dimana peserta menerima materi dengan 
adanya ruang diskusi khusus? 
3. Apakah aktifnya peserta dalam diklat berpengaruh terhadap niai hasil 
akhir? 
Evaluasi 
1. Menurut anda, apakah pelaksanaan diklat prajabatan yang 
diselenggarakan oleh BKPPD tergolong kategori efektif? 
2. Apa yang menyebabkan tidak efektif? Apakah ada faktor lain yang 
menyebabkan tidak efektifnya suatu diklat? 
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